
Mengingat

Menimbang: babwa dalam rangka memaksimalkan pelaporan ha.rta kekayaan
Penye1enggara Negara para pejabat penyelenggara Negara
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bima, maka perlu dilakukan
perubaban atas Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peratnran: Bupati Bima Nomor 26 Tahun 2017 tentang Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bima.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor
115, Tambahan lembaran Negara Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 28 Tabun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

. Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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4. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2.001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tabun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(L.embaran Negara Republik Indonesia Tabun 2001 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4150);;

5. Undang-Undang Nomar 30 Tabun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tabun 2015,
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 01 Tabun 2015, tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2002, tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi- menjadi Undang­
Undang

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan. Un4ang-Unclallg Nomor 9 Tabun 2015 tentang
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Nomor 5679)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tabun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5135)~

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 2036);

11. Instruksi Presiden Nomor 05 tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun
. 2016 tentang Tata Cam Pendaftaran, Pengumuman dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
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Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Bima Nomor 26 Tabun 2017 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tabun 2017 Nomor 17) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasa12 diubah, sehingga pasal2 berbunyi sebagai berikut:
(1) Setiap Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima

wajib menyampaikan LHKPN.
(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Bupati;
b. WakilBupati;
c. Sekretaris Daerah;
d. Asisten Sekretaris Daerah;
e. statAhli Bupati;
f. Kepala Dinas dan Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sima;
g. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas dan Badan Lingkup

Pemerintah Kabupaten Bima.
h. Camat se Kabupaten Bima
i. Auditor dan P2UPD.

(3) LHKPNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati
Bima Cq. Inspektomt Kabupaten Sima.

Puall

PERATURAN BUPATI BIMA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANSUPATI NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARANEGARA
DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENSIMA.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sima Nomor 2 Tahun ten tang
Rencana Pembangunan Jangka Menengab (RPJMP)
Kabupaten Bima Tabun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 74);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tabun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tabun
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bima Nomor 76);

15. Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tabun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata KeIja Perangkat Daerah Kabupaten Sima [Berita Daerab
Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 358).
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Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di: Bima
Pada tanggal : 2019

PualD

(4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum disampaikan
kepada KPK terlebih dahulu diverifikasi dan. divalidasi meIaIui Unit
Pengelola LHKPNKabupaten Bima.

(5) LHKPNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 4 (empat)
rangkap, untuk disampaikan, kepada :
a KPK~
b. lnspektorat Kabupaten selaku Unit Pengelola LHKPN Kabupaten;
c. Tim LHKPNPerangkat Daerah;
d. Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
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